
 

  

  



Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera bagi kita semua 

 

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga. 

Yth. Sdr. PJ. Walikota Salatiga 

Yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta segenap Forkopimda  

                                 Kota Salatiga. 

Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kota Salatiga. 

Yang kami hormati Para Pimpinan OPD, para Kepala Perangkat Daerah; beserta 

Yang kami hormati Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia. 

 

 

لََةُ وَالسَّلََمُ عَلىَ أشَْرَفِ  ِ العاَلـَمِيْنَ ، وَالصَّ دٍ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ الـحَمْدُ لِله رَب  الأنَْبيِاَءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نبَِي ِناَ وَحَبيِْبنِاَ مُـحَمَّ

ا بعَْدُ  يْنِ ، أمََّ  أجَْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تبَِعهَُمْ بِإحِْسَانٍ إِلىَ يوَْمِ الد ِ

 Alhamdulillaahi robbil ‘aalamiin, wassholaatu wassalaamu ‘alaa asyroofil 

anbiyaa-i wal mursaliin, nabiyyinaa wahabiibinaa muhammadin, wa’ala alihi 

washahbihi aj’ma’iin, wa man tabi’ahum biihsanin ilaa yaumiddin, Amma ba’du. 

  



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

hidayah-Nya, kita dapat menghadiri dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka 

penyampaian Pandangan Umum terhadap 4 RAPERDA Inisiatif Wali Kota yang 

terdiri atas Raperda tentang Jasa Konstruksi, Raperda tentang perlindungan 

anak, Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan 

Dukuh, dan yang ke-empat Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha, pada  hari ini Kamis, 20 Juni 2024 dalam keadaan sehat wal ‘afiat.  

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada 

Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Kebangkitan 

Bangsa (F-PKB), untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, dalam forum yang 

terhormat ini. 

 

Dewan dan Hadirin yang kami hormati, 

Tanggapan dan catatan-catatan Fraksi PKB semata-mata bukan masalah politis, 

namun semua ini demi kebaikan kita bersama, sehingga Fraksi PKB  tetap konsisten 

untuk meluangkan waktunya mencermati Penyampaian terhadap 4 RAPERDA 

Inisiatif Wali Kota yang terdiri atas Raperda tentang Jasa Konstruksi, Raperda 

tentang perlindungan anak, Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari 

dan Kelurahan Dukuh, dan yang ke-empat Raperda tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha, disamping kami rapat internal kemudian rangkuman pendapat-

pendapat kami jadikan sebagai catatan strategis, dengan harapan dikemudian hari 

pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. 

Pembahasan ini terkorelasi dengan waktu perencanaan, pelaksanaan, anggaran dan 

pengawasan serta peran dari partisipasi masyarakat dalam menilai hasil kerja kita 

bersama.  

 

  



Hadirin sidang paripurna yang terhormat, 

 Berikut ini catatan-catatan dan masukan yang diberikan Fraksi PKB DPRD                   

Kota Salatiga: 

1. Fraksi PKB DPRD Salatiga mengapresiasi Raperda terkait jasa Kontruksi 

karena penting bagi fraksi PKB mengawal Pembangunan di Kota Salatiga 

dimana Keberhasilan suatu kontruksi pasti diikuti dengan manajemen yang 

baik, baik manajemen dalam segi anggaran, penggunaan sumber daya alam 

dan ketepatan watu pelaksanaan proyek. Namun tidak banyak juga proyek 

yang berjalan sesuai target. Banyak proyek yang keluar dari target yang 

direncanakan karena terhambat kendala yang disebabkan banyak faktor mulai 

dari yang sudah diperkirakan sebelumnya hingga yang belum diperkirakan oleh 

perencana. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu proyek dibutuhkan 

manajemen proyek yang baik. Perencanaan yang baik dapat menghemat 

biaya, sedangkan perencanaan yang kurang baik dapat menimbulkan 

kebocoran anggaran dan akan merugikan masyarakat kota salatiga. 

 

- Permasalahan yang sering muncul dalam proyek konstruksi adalah 

keterlambatan waktu, pembengkakan biaya, dan rendahnya kualitas. Ketiga 

hal tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. 

Keterlambatan waktu yang terjadi, berdampak pada rendahnya kualitas dan 

tambahan biaya yang harus dikeluarkan diluar kontrak. Hal ini dapat 

menyebabkan kerugian bagi pihak- pihak yang terkait. Oleh karena itu, 

diperlukan perhatian lebih terhadap keterlambatan waktu. 

 

- Jasa konstruksi perlu melakukan identifikasi faktor-faktor yang 

menyebabkan keterlambatan waktu penyelesaian, sehingga proyek dapat 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan para penyedia jasa 

kontraktor dapat meminimalisir kesalahan serta mampu mengendalikan 

proyek sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. 

 

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi jasa kontraktor agar dapat 

memperthatikan hal-hal yang menyebabkan keterlambatan pada proyek 

jalan 



 

2. Terkait Raperda Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pertimbangannya menyatakan 

bahwa anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa,Pasal 20 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menguraikan siapa saja yang 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak, yaitu: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan 

orang tua. Kerentanan yang dimiliki anak menyebabkan anak mempunyai 

ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara 

perlindungan anak. Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai 

tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah 

pengertian perlindungan sebagai wadahnya.  

Fraksi PKB DPRD Kota Salatiga memberikan masukan bagaimana Bentuk 

perlindungan anak dalam suatu negara antara lain dengan memberikan hak 

anak secara khusus dan perlindungan yang terkait dan tercakup dalam 

pemenuhan serta penghargaan hak asasi manusia terhadap anak yang bersifat 

khusus pula. hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar, yaitu:  

1. hak untuk bertahan hidup. 

2. hak untuk tumbuh dan berkembang. 

3. hak atas perlindungan. 

4. hak untuk berpartisipasi. 

 

3. Kemudian Terkait Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan 

Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, merupakan isu yang 

muncul akibat dinamika kondisi masyarakat. Dimana kedua kelurahan tersebut 

penting dimekarkan karena cakupan wilayah yang luas dengan kepadatan 

penduduk yang tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan pemerintah terkendala 

dalam melakukan pemerataan program pembangunan. Oleh karena itu untuk 

menentukan kelayakan pemekaran, dan indeks sentralitas digunakan untuk 

menentukan lokasi alternatif pusat pemerintahan. pemekaran kelurahan perlu 

didukung oleh masyarakat maupun pemerintah. Proses pemekaran wilayah ini 

harus melibatkan peran tiap stakeholders yang berasal dari pemerintah, 

masyarakat, dan akademisi. Dengan Analisis kelayakan indikator pemekaran 



menunjukkan bahwa kedua kelurahan belum memenuhi syarat luas wilayah 

tetapi telah melampaui jumlah minimal penduduk kelurahan serta ketersediaan 

sarana dan prasarana. Hasil Diskusi Anggota Fraksi PKB dengan isyu-isyu 

yang ada di Masyarakat sekitar, kami Afirmasi Pemerintah dan Masyarakat 

terkait dimana di RW Jangkungan dan RW Ngawen di Kelurahan Mangunsari 

serta RW Ngemplak dan RW Krajan di Kelurahan Dukuh sebagai lokasi pusat 

pemerintahan pada kelurahan baru. 

 

4. Kemudian yang terakhir terkait Raperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, 

Mengacu kepada nilai kemanusiaan serta nilai keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tentu secara hakikatnya 

tidak bisa dipisahkan dari terjaminnya kehidupan manusia yang layak dalam 

hal ini salah satunya terpenuhinya penghidupan perekonomian (usaha) yang 

baik. Oleh sebab itu Fraksi PKB DPRD Kota Salatiga dalam dunia usaha 

dimana pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan 

ekonomi yang baik bagi masyarakat tanpa membedakan status sosial dan 

ekonomi, artinya untuk semua kalangan, akan dapat dimaknai sebagai usaha 

untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat 

sebagaimana tercantum dalam Pancasila yang dijamin dalam bentuk 

pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah.       

Dengan menimbang serta Standarisasi dengan aturan izin Berusaha yang 

mudah serta transparan dengan status dan harus diverifikasi sebagaimana 

dimaksud sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau 

komersial serta dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan Kota Salatiga 

Sejahtera Adil dan Makmur. 

 

  



Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat 

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan, ada 

kurang lebihnya dalam penyampaian Pandangan Umum ini kami mohon maaf, dan 

atas perhatiannya disampaikan terima kasih. 

 

SemogaTuhan Memberkati kita Semua 

 

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamitthorik 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

  

Salatiga, 20 Juni 2024 

 

 

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KOTA SALATIGA 2024 
 
 
 
 

Ketua  : M. Miftah, SE    ......................... 

Wk. Ketua : Basirin       .........................  

Sekretaris : Yusup Wibisono, SH   ......................... 

Anggota : 1. Saiful Mashud, S.Sos.I     .. ....................... 

  2. Fatoni, S.Ag               .........................  

     3. Listiyanto       ......................... 

 
 


